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PENDAHULUAN

1.1 [bookmark: _Toc174460523]Latar Belakang Masalah
Kualitas pelayanan publik pada sebuah daerah menjadi perhatian masyarakat. peningkatan kualitas pelayanan publik adalah langkah penting yang diambil oleh pemerintah untuk memastikan bahwa masyarakat puas dengan kinerja pemerintah yang ada. Pejabat publik, elemen masyarakat sipil, dan elemen bisnis semua memiliki peran penting dalam meningkatkan kinerja pelayanan publik. Tujuan utama pemberian pelayanan publik bukan untuk menghasilkan keuntungan sebanyak mungkin, seperti yang dipahami (Handayani, 2023).
Akuntabilitas dipercaya memiliki kemampuan untuk mengubah situasi pada pemerintahan yang tidak dapat memberikan pelayanan publik yang baik dan korup menjadi pemerintah dengan tatanan yang demokratif. Pemerintah yang akuntabel akan mendapatkan dukungan publik karena merupakan bukti komitmen pemerintah untuk melayani publik. Setiap lembaga pemerintah dipaksa untuk membuat perencanaan strategis, melakukan pengukuran kinerja, dan melaporkan karena tuntutan dari masyarakat kepada pemerintah atau pejabat publik terhadap pelaksanaan akuntabilitas publik oleh lembaga atau instansi yang berada di pemerintah pusat dan daerah. (Doni et al., 2023)
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 96 Tahun 2012 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Pelayanan Publik, adanya keluhan mengenai pelayanan publik di instansi pemerintahan saat ini. Pelayanan publik didefinisikan sebagai kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan atau pelayanan administrasi yang disediakan oleh penyelenggara publik. Mengamati fenomena yang ada saat ini, nampaknya akuntabilitas kinerja pegawai semakin menurun, kondisi ini nampaknya lebih disebabkan oleh adanya keluhan masyarakat tentang keadaan struktur organisasi, infrastruktur dan kinerja pegawai yang kurang kompeten yang tidak sesuai dengan harapan masyarakat dalam melayani (Sari et al., 2020). 
Akuntabilitas kinerja pemerintah berarti bahwa pemerintah harus bertanggung jawab atas keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan melalui sistem pertanggungjawaban yang dilakukan secara berkala. Tujuan tersebut dimuat dalam suatu Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) yang menggambarkan kinerja instansi pemerintah. Penyusunan LAKIP bertujuan untuk menggambarkan penerapan rencana strategis dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi organisasi di masing-masing perangkat daerah, serta keberhasilan capaian saat ini untuk percepatan dalam meningkatkan kualitas capaian kinerja yang diharapkan pada tahun yang akan datang (Hafzhan, 2021).
Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Barat telah memberikan Laporan Akuntabilitas kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Daerah Sumbar 2022. Berdasarkan dari evalusi Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) yang telah dilakukan oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Barat pada pemerintahan selama 2022 Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja untuk Tahun 2022 terealisasi 63,14% dengan kategori “B” sementara target yang diharapkan adalah 75,50% (BB). Hasil evaluasi LAKIP menjelaskan bahwa predikat yang diperoleh menunjukan hasil B dan memerlukan perbaikan (ppid.sumbarprov, 2022).
Pengawasan total atas pengelolaan keuangan dimiliki oleh pemerintah daerah. Untuk menggunakan sistem desentralisasi untuk mengelola dana dengan transparan, efisien, efektif, dan akuntabel, serta sistem akuntansi harus disesuaikan dengan otonomi atau peraturan daerah dan berfungsi untuk mendukung pengelolaan keuangan daerah yang akuntabel (Muslimah et al., 2023).
Sistem akuntansi pemerintah daerah mencakup serangkaian tindakan mulai dari pengumpulan data, pencatatan, pengikhtisaran, dan pelaporan keuangan. Semua ini dilakukan untuk bertanggung jawab atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), dan dapat dilakukan secara manual atau melalui penggunaan aplikasi komputer (Septiana, 2020). Sistem akuntansi pemerintah daerah dimaksudkan untuk membantu pemerintah dalam meningkatkan akuntabilitas kinerja lembaga pemerintah, karena sistem ini dirancang untuk memungkinkan fungsi analisis transaksi dan pelaporan keuangan di seluruh pemerintahan. Penerapan Sistem akuntansi daerah memiliki pengaruh terhadap akuntabilitas kinerja pemerintah (Soleman et al., 2019, Doni et al.,2023, dan Molle et al., 2023) namun penelitian yang dilakukan oleh Ningsih (2021) menyatakan bahwa tidak memiliki pengaruh terhadap akuntabilitas kinerja pemerintah.
Agar penyelenggaraan APBD dapat berjalan dengan baik dan kemungkinan munculnya tindakan-tindakan menyimpang yang dilakukan oleh aparatur sipil negara maka diperlukan suatu Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP). Sistem pengendalian internal adalah kumpulan tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh karyawan. Ini digunakan untuk memberikan keyakinan yang memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui operasi yang efisien dan efektif, keandalan pelaporan keuangan, perlindungan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan (Utama, 2020). Menurut Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) yang dikeluarkan oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Barat mengungkapkan sistem pengendalian internal pada intansi pemerintah di Sumatera Barat belum optimal (ppid.sumbarprov, 2022).
Struktur organisasi, teknik, dan ukuran yang direncanakan adalah bagian dari sistem pengendalian internal yang bertujuan untuk menjaga kekayaan organisasi. mengawasi kepatuhan kebijakan manajemen, meningkatkan efektivitas, dan memastikan keandalan dan ketelitian data akuntansi. Strategi organisasi dan teknik yang digunakan untuk menghasilkan data yang akurat dan dapat dipercaya serta menjaga atau melindungi aktivitas. Pengendalian internal (internal control) adalah alat penting untuk mencapai tujuan bisnis yang beroperasi secara konstan guna efisiensi dan efektifitas pada kegiatan bisnis, dan untuk menghindari pemborosan sumber daya, untuk melindungi aset yang ada pada perusahaan, membuat informasi akuntansi yang akurat, dan menjalankan manajemen yang efektif.  (Doni et al 2023).
Hasil penelitian dari  Nasir & Gunawan (2019), Doni et al., (2023) dan, Utama., (2023) menyatakan bahwa sistem pengendalian internal berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja pemerintah. Sedangkan menurut penelitian Ayem & Kusumasari (2020) dan Mujennah et al., (2022) sistem pengendalian internal tidak berpengaruh terhdap akuntabilitas kinerja pemerintah.
Sistem pelaporan adalah kumpulan kewajiban untuk mempresentasikan dan melaporkan kinerja semua aktivitas dan sumber daya yang perlu dipertanggungjawabkan. Sistem pelaporan yang baik diperlukan untuk memantau dan mengawasi kinerja manajer dalam menjalankan anggaran. Pihak-pihak yang berkepentingan akan menggunakan informasi keuangan dan lainnya untuk pengambilan keputusan ekonomi, sosial, dan politik (Hafzhan, 2021). Pada LAKIP Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Barat menyatakan untuk Menyelesaikan tindak lanjut dari BPK-RI dan menyikapi rekomendasi BPK yang tertuang dalam surat Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat agar kedepannya dapat meminimalisir kelemahan sistem pengendalian intern dalam penyusunan laporan keuangan sehingga opini BPK yaitu WTP (wajar tanpa pengecualian) di masa mendatang dapat dipertahankan (ppid.sumbarprov, 2022).
Sistem pelaporan diperlukan untuk mengontrol dan memantau informasi yang relevan, akurat, tepat, waktu, konsisten, dan dapat diandalkan. Faktor penting lainnya yang berdampak langsung pada bagaimana lembaga pemerintah daerah berfungsi adalah undang-undang dan peraturan. Sesuai dengan Peraturan Mentri dalam Negri nomor 34 tahun 2011 tentang pedoman penilaian instansi pemerintah, seluruh lembaga pemerintah dan satuan kerja harus menyusun laporan pertanggung jawaban kinerja untuk meningkatkan penyelenggaraan pemerintah (Muslimah et al., 2023). Sistem pelaporan berpangaruh terhadap akuntabilitas kinerja pemerintah menurut Doni et al., (2023), Umar R et al., (2023), dan Muslimah et al., (2023). Sedangkan menurut Mikoshi, (2020), dan Sanusi & Riyadi, (2023) sistem pelaporan tidak berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja pemerintah.
Penelitian ini replikasi penelitian yang dilakukan oleh Doni et al., (2023) untuk menguji pengaruh sistem akuntansi daerah, sistem pengendalian internal, dan sistem pelaporan terhadap akuntabilitas kinerja pemerintah. Perbedaan dengan peneliti sebelumnya ialah populasi dan sampel yang diambil pada penelitian ini.
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Berdasarkan latar bealakang penelitian di atas maka dapat disusun rumusan masalah sebagai berikut:
1. Apakah Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah berpengaruh terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Daerah?
2. Apakah Sistem Pengendalian Internal berpengaruh terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Daerah?
3. Apakah Sistem Pelaporan berpengaruh terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Daerah?
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Berdasarkan perumusan masalah tersebut, penulis memiliki tujuan penelitian sebagai berikut:
1. Untuk menguji secara emipiris Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah berpengaruh Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Daerah
2. Untuk menguji secara emipiris Sistem Pengendalian Internal berpengaruh Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Daerah
3. Untuk menguji secara emipiris Sistem pelaporan berpengaruh Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Daerah
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1. Manfaat Praktis: Manfaat yang diharapkan adalah seluruh tahapan penelitian serta hasil penelitian yang diperoleh mendapat wawasan dan sekaligus memperoleh pengetahuan bagaimana Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah, Sistem Pengendalian Internal, dan Sistem pelaporan berpengaruh terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Daerah.
2. Manfaat Teoritis atau Pengembangan Ilmu
Manfaat pengembangan ilmu yang diharapkan penulis bahwa hasil penelitian ini dapat dijadikan rujukan bagi upaya pengembangan ilmu dan berguna untuk menjadi referensi bagi mahasiswa yang melakukan kajian terhadap Pengaruh Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah, Sistem Pegendalian Internal, dan Sistem Pelaporan Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi pemerintah Daerah.
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Sistematika penulisan ini bertujuan agar pembaca lebih mudah memahami alur pemikiran dalam Proposal penelitian ini. Secara umum, sistematika penulisan proposal penelitian ini tersusun menjadi lima bab, antara lain:
Bab I latar belakang dilakukannya penelitian ini, rumusan masalah yang akan dikaji, tujuan dari penelitian ini serta manfaat dari penelitian secara teoritis maupun praktis. Dan pada bab ini juga digambarkan sistematika penulisan. 
Bab II tinjauan pustaka yang berisikan landasan teori berisi penjelasan teori dan penjelasan mengenai judul yang diangkat dalam penelitian ini.
Bab III Metode penelitian, berisikan deskripsi bagaimana penelitian ini akan dilaksanakan secara operasional. Juga menjelaskan mengenai bagaimana variabel penelitian dan defenisi operasional dari variabel, populasi dan sampel penelitian, jenis dan sumber data, serta metode pengumpulan data dan alat uji yang digunakan dalam membuat penelitian ini. 
Bab IV membahas analisis dan pembahasan data  mengenai kinerja akuntabilitas kinerja instansi pemerintah daerah yang dihasilkan oleh pegawai instansi pemerintah berdasarkan informasi yang telah dikumpulkan serta review hasil penelitian.
[bookmark: _Toc174460528]Bab V berisi kesimpulan dan hasil penelitian yang dibahas pada bagian bab sebelumnya mengenai kelemahan atau keterbatasan,rekomendasi dan saran bagi penelitian selanjutnya serta bagi pihak-pihak lain yang bersangkutan.
